SALINAN

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 99
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 3/P/2023 Tentang Satuan Biaya, Penerima Dana,
Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler,
Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dan Dana
Bantuan  Operasional Penyelenggaraan  Pendidikan
Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023, Pemerintah
Daerah perlu melakukan penyesuaian besaran Alokasi
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini Reguler dan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun
Anggaran 2023 sesuai dengan daftar penerima;

bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Timur tanggal 13 Februari 2023 Nomor
045.2/1010/201.4/2023 Perihal Pagu Anggaran Definitif
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan
Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Daerah perlu
menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bantuan
Keuangan Khusus yang dimaksud;

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah, dijelaskan bahwa
pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar
rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;



Mengingat

2

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan  Daerah-daerah  Kota  Besar
Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



Menetapkan

4

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14471;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008
Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 13;

26. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor
99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 100), yang telah
beberapa kali diubah dengan:

a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 (Berita

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
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b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 17);

c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 20);

d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 22);

e. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 23);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp 1.777.710.679.339,00 (satu
triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus
sepuluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga
ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6

(1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp 1.495.012.771.480,00 (satu triliun empat ratus
sembilan puluh lima miliar dua belas juta tujuh ratus
tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh
rupiah) terdiri dari :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer dari pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 1.366.005.300.000,00 (satu
triliun tiga ratus enam puluh enam miliar lima juta tiga
ratus ribu rupiah);

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp 129.007.471.480,00 (seratus dua puluh sembilan
miliar tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu
empat ratus delapan puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 7
(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang
direncanakan sebesar Rp 1.366.005.300.000,00 (satu
triliun tiga ratus enam puluh enam miliar lima juta
tiga ratus ribu rupiah) terdiri atas :
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a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar
Rp 1.218.224.680.000,00 (satu triliun dua ratus
sembilan belas miliar empat puluh sembilan juta
enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

b. Dana Desa direncanakan sebesar
Rp 147.780.620.000,00 (satu triliun dua ratus
delapan belas miliar dua ratus dua puluh empat
juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar
Rp 129.007.471.480,00 (seratus dua puluh sembilan
miliar tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu
empat ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas :

a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar
Rp 111.276.860.504,00 (seratus sebelas miliar dua
ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam
puluh ribu lima ratus empat rupiah);

b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar
Rp 17.730.610.976,00 (tujuh belas miliar tujuh
ratus tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu
sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 10
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp 1.955.375.300.519,00 (satu
triliun sembilan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus
tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu lima ratus sembilan
belas rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 11

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar
Rp 1.414.489.307.480,00 (satu triliun empat ratus
empat belas miliar empat ratus delapan puluh
sembilan juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus
delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa;

Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan

Belanja bantuan sosial.

o po TR
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Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 746.925.384.433,00
(tujuh ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus
dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat
ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp 580.189.159.615,00 (lima ratus delapan puluh
miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus
lima puluh sembilan ribu enam ratus lima belas
rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp 74.272.402.821,00
(tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh dua
juta empat ratus dua ribu delapan ratus dua puluh
satu rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp 13.102.360.611,00 (tiga belas miliar seratus dua
juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus sebelas
rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 12

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp 746.925.384.433,00 (tujuh ratus empat puluh

enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga

ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga
puluh tiga rupiah), terdiri atas :

a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar
Rp 530.246.572.205,00 (lima ratus tiga puluh
miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus
tujuh puluh dua ribu dua ratus lima rupiah);

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan
sebesar Rp 54.273.654.242,00 (lima puluh empat
miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus
lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua
rupiah);

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar
Rp 137.353.703.069,00 (seratus tiga puluh tujuh
miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus
tiga ribu enam puluh sembilan rupiah);

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan
sebesar Rp 20.341.452.200,00 (dua puluh miliar
tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus lima
puluh dua ribu dua ratus rupiah);
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Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
direncanakan sebesar Rp 357.526.217,00 (tiga
ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh
enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah);

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD
serta KDH/WKDH direncanakan sebesar
Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua
juta rupiah);

Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar
Rp 0,00 (nol rupiah);

Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar
Rp 3.500.476.500,00 (tiga miliar lima ratus juta
empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus
rupiah).

Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 580.189.159.615,00 (lima
ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh
sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam
ratus lima belas rupiah) terdiri atas :

a.

Belanja barang direncanakan sebesar
Rp 95.363.797.159,00 (sembilan puluh lima miliar
tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus
sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh
sembilan rupiah);

Belanja jasa direncanakan sebesar
Rp 228.794.873.491,00 (dua ratus dua puluh
delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat
juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat
ratus sembilan puluh satu rupiah);

Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar
Rp 7.317.867.847,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh
belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu
delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar
Rp 35.540.065.564,00 (tiga puluh lima miliar lima
ratus empat puluh juta enam puluh lima ribu lima
ratus enam puluh empat rupiah);

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
direncanakan sebesar Rp 16.349.275.480,00 (enam
belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta
dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus
delapan puluh rupiah);

Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan
sebesar Rp 49.194.770.000,00 (empat puluh
sembilan miliar seratus sembilan puluh empat juta
tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan
sebesar Rp 147.628.510.074,00 (seratus empat
puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan
juta lima ratus sepuluh ribu tujuh puluh empat
rupiah).
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(3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf c yaitu belanja bunga utang
pinjaman kepada pemerintah pusat direncanakan
sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

(4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d yaitu belanja subsidi
kepada BUMN direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol
rupiah).

(5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp 74.272.402.821,00 (tujuh puluh empat miliar dua
ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua ribu
delapan ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas:

a. Belanja Hibah  kepada  Pemerintah  Pusat
direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah);

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
direncanakan sebesar Rp 70.395.578.321,00 (tujuh
puluh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta
lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua
puluh satu rupiah);

c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00
(delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan
ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

(6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp 13.102.360.611,00 (tiga
belas miliar seratus dua juta tiga ratus enam puluh
ribu enam ratus sebelas rupiah) terdiri atas :

a. Belanja Bantuan  Sosial kepada Individu
direncanakan sebesar Rp 25.020.621,00 (dua
puluh lima juta dua puluh ribu enam ratus dua
puluh satu rupiah);

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok
Masyarakat direncanakan sebesar
Rp12.900.000.000,00 (dua belas miliar sembilan
ratus juta rupiah);

c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non
Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan
Bidang Lainnya) direncanakan sebesar
Rp 177.339.990,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta
tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus
sembilan puluh rupiah).

7. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 20 Juni 2023

BUPATI SITUBONDO,
ttd.
KARNA SUSWANDI
Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 20 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 24

sesuai dengan Aslinya,
AGIAN HUKUM

sET |
—ANNA USUM , S.H.,M.Si

S _Pembina (IV/a)
/ 71 atsatmzm 200604 2 009




